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As the Islamic religion has been perfected by Allah SWT, Islam does
not only regulate matters of worship and morals and the afterlife
but also regulates worldly affairs including how to live socially and
as a state. The Republic of Indonesia adopts a presidential system,
namely the President as head of state and also as head of
government, contained in the 1945 Constitution article 4 paragraph
(1). The purpose of this study is to find out and compare how the
leader election system in Indonesia is in accordance with Islam
which is represented here by the thoughts of Imam Mawardi. This
study uses a qualitative approach with a library method. The results
show that the election and appointment of the Head are regulated
in laws and regulations, both regarding administrative
requirements and technical requirements. In a situation of political
dynamics, it affects the substance of every change in laws and
regulations that occur, so that the assumption that states that law is
a political product is undeniable. This situation occurs in the
legislation that regulates the election of Regional Heads which also
experiences changes according to the political interests of the ruler.
While the election in Islam in al-Mawardi's perception is by two
methods, namely, the election of the head of state by the Ahlu al-
hal wa al-aqdi institution or the people's representative council.
Then the direct appointment of the head of state first. Then the
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comparison between the system of electing the head of state
between the law and the figure of al-Mawardi is if we look at the
times of Indonesia during the old order and the new order, there is
relevance to al-Mawardi's view, namely the election of the head of
state through representatives and direct appointment by the head
of state first.

Abstrak

Kata Kunci:
Imam al-
mawardi,
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2015, Pemilihan
Pemimpin.

Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam
tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan akhirat
semata tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk cara hidup bersosial
maupun bernegara. Negara republik Indonesia menganut sistem
presidensial, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala
pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana
sistem pemilihan pemimpin di Indonesia apakah sesuai dengan islam
dimana disini diwakili oleh pemikiran imam mawardi. penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif engan metode pustaka. hasil
menunjukkan bahwa tentang pemilihan dan pengangkatan Kepala diatur
dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai persyaratan
adminstrasi maupun persyaratan teknis. Dalam situasi dinamika politik
mempengaruhi substansi dalam setiap perubahan peraturan perudang-
undangan yang terjadi, sehingga asumsi yang menyatakan bahwa hukum
adalah produk politik, tidak terbantahkan. Situasi ini terjadi dalam produk
perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah
yang turut mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan politik
penguasa. sedangkan pemilihan dalam islam dalam persepsi al- Mawardi
ialah dengan dua metode yaitu, pemilihan kepala negara oleh lembaga ahlu
al-hal wa al-aqdi atau dewan perwakilan rakyat. Kemudian penunjukan
langsung dari kepala negara dahulu. Kemudian perbandingan antara
sistem pemilihan kepala negara antara undang-undang dan tokoh al-
Mawardi ialah kalau melihat dalam masa-masa Indonesia era orde lama
dan orde baru ada relevansinya dengan pandangan al-Mawardi, yaitu
pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung
oleh kepala negara dahulu.
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